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ABSTRAK 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran, pengendalian akuntansi,sistem pelaporan, dan kompetensi aparatur 

pemerintah, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Provinsi 

Jawa Tengah. Populasi yang diambil adalah dari Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) yang terdiri 40 Badan atau Dinas di Provinsi Jawa Tengah. Sampel yang 

digunakan adalah metode purposive sampling. Metode pengumpulan data 

menggunakan penyebaran kuesioner. Penelitian ini menggunakan pengujian data 

dengan analisis statistic deskriptif, uji kualitas data, uji reabilitas, uji asumsi 

publik sedangkan uji hipotesis dengan analisis regresi linier berganda 

menggunakan SPSS versi 23. 

Kata Kunci: kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan, kompetensi aparatur pemerintah, dan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 
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ABSTRACT 

The purpose in this research to know the influence of the budget, clarity , 

accounting control the reporting system, government officials, and competence 

over the accountability performance government agencies at OPD. Central Java 

Provinc. Population taken is of the units ( OPD ) consisting 40 body or agency in 

the Province of Central Java. The sample used is the method of sampling. 

Purposive. Data collection method using the spread of the questionnaire. This 

study using the examination of descriptive, statistic from the analysis the, quality 

data the reabilitas, the public and test the hypotheses with an analysis using 

multiple linear regression spss 23 version. 

Keywords: Clarity, Budget Targets, Accounting Control The Reporting System, 

Government Officials, Competence Government Agencies. Performance And 

Accountability. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah, pemerintah harus menjunjung tinggi akuntabilitas dengan 

mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain penganggaran, pengendalian 

akuntansi, dan sistem pelaporan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004.  

Kepala daerah harus menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya 

jika dikaitkan dengan pasal laporan pertanggungjawaban. Kepala daerah 

mengaku selain menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja yang 

merinci efisiensi dan efektivitas, ia juga menyampaikan pertanggungjawaban 

keuangan.  

Seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengatur sumber daya publik 

dan memiliki kewenangan serta bertanggung jawab kepada masyarakat 

disebut dengan akuntabilitas (Cahyani & Utama, 2015). Salah satu unsur 

krusial dari tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan perusahaan publik 

adalah akuntabilitas publik. Jika siklus akuntansi sektor publik mencakup 

mekanisme akuntabilitas publik, proses inilah yang memutuskan seberapa 

baik kinerja lembaga publik dalam mencapai tujuannya. Landasan hukum 

organisasi mencantumkan akuntabilitas publik sebagai salah satu 

komponennya. Hukum mengharuskan organisasi untuk memenuhi 

akuntabilitas organisasi dengan hasil yang mereka terima. 

  Salah satu komponen utama perencanaan yang membantu pemerintah 

daerah mengelola tujuan organisasi adalah anggaran. Sumber daya keuangan 

dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah semua usaha menjadi rencana 

dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Agar mampu 

menyesuaikan dengan tujuan anggaran, maka proses penyusunan, 
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pelaksanaan, dan evaluasi perlu dilakukan sebagai bagian dari fungsi 

anggaran. 

Tujuan dari kejelasan target anggaran adalah untuk memastikan bahwa 

orang yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dapat memahami 

anggaran secara jelas dan eksplisit. Jika tujuan anggaran jelas, maka dapat 

memberi kemudahan bagi aparat pelaksana dalam pelaksanaan anggaran. 

Salah satu penyebab tidak efektif dan efisienya anggaran disebabkan 

ketidakjelasaan sasaran anggaran dan tidak terlaksana semua kegiatan 

pemerintahan dengan tidak baik yang mengakibatkan aparat pemeritah daerah 

mengalami kesulitan penyusunan target-target anggaran (Chici, 2013). 

Pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban kepada masyarakat 

umum atas kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran dengan 

menggunakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diperlukan di 

tahun mendatang dan memastikan tata kelola dan pengambilan keputusan 

yang efektif bebas dari praktik KKN, tujuannya adalah untuk 

menggambarkan implementasi rencana strategis dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah serta capaian 

saat ini. 

Pelaksanaan SAKIP memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk 

mendanai inisiatif penting yang memajukan tujuan pembangunan. Pemerintah 

menghilangkan banyak tugas yang tidak perlu yang tidak berkontribusi pada 

kinerja lembaga untuk menghemat uang. Permasalahan yang sering muncul 

dalam organisasi pemerintahan dengan pengelolaan dan penggunaan 

anggaran adalah banyaknya program yang tidak tepat sasaran sehingga 

mengakibatkan pemborosan anggaran yang cukup besar. Hampir setiap 

agensi mengikuti model ini dalam hal membelanjakan uang, tetapi tidak 

selalu bijaksana. 

Dengan memperoleh hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 

2019, Provinsi Jawa Tengah kembali bergembira dengan kinerja keuangannya 

di daerah. Meski mendapat ulasan yang banyak, BPK menemukan sejumlah 
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masalah keuangan untuk tahun anggaran 2019. Hal ini dapat dilihat dari 

penyerapan anggaraan pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 dari total anggaran Rp.54.091.578.723.000 

dengan terealisasikan Rp.53.062.891.777.548 atau 96.25% dan terdapat 

potensi pemborosan sebesar minimal 30% atau Rp.392,87 Triliun dari 

APBN/APBD di luar belanja pegawai (Menurut LKJiP Thn 2019). Jika SilPA 

(Kelebihan Penggunaan Anggaran) meningkat di kemudian hari. Masih 

banyak program dan kegiatan di OPD yang saat ini belum beroperasi atau 

dilaksanakan, menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran ini. Prestasi 

ini menggambarkan pencapaian kinerja dan target kinerja kurang berjalan 

dengan baik. Keinginan untuk mengetahui apakah elemen internal seperti 

kejelasan target, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kemahiran 

aparatur pemerintah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian di bidang ini. 

Faktor-faktor yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya telah dipelajari 

melalui penelitian, termasuk studi yang dilakukan (Kusumaningrum, 2010) 

menunjukkan bagaimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kejelasan sasaran anggaran, 

pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan, dan penelitian yang dilakukan 

(Herawaty, 2012) yang menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai variabel 

bebas. Menurut temuan penelitian, kinerja akuntabilitas instansi pemerintah 

dipengaruhi secara negatif oleh transparansi target anggaran dan kontrol 

akuntansi. Sementara itu, kinerja pemerintah Kota Jambi lebih akuntabel 

berkat sistem pelaporan. 

Menurut penelitian Rio et al. (2020), di Kab. Padang Pariaman, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan target anggaran 

semuanya berdampak pada seberapa akuntabel entitas pemerintah atas 

kinerjanya. Data menunjukkan bahwa hasil dari studi yang berbeda tidak 

konsisten. Untuk mendapatkan hasil yang konsisten, penelitian tentang 

akuntabilitas kinerja ini dapat dikaji ulang. 
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Penelitian (Herawaty, 2012) dan  (Aulia, 2017) merupakan acuan dalam 

melakukan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan (Herawaty, 2012) 

menggunakan tiga variabel—target, pengendalian akuntansi, dan sistem 

pelaporan—berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan 

satu variabel. Sementara itu, variabel baru diperkenalkan dalam penelitian ini, 

yaitu kompetensi berbasis penelitian aparatur pemerintah (Aulia, 2017). 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena memasukkan 

variabel bebas selain populasinya. Penelitian ini dilakukan di Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

Atas dasar latar belakang yang dijabarkan sehingga penulis mengambil 

judul penelitian yang berjudull “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kompetensi Aparatur 

Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi 

Empiris Pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di  Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah ).” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis akan 

melakukan penelitian sebagai berikut : 

1.Apakah kejelasan sasaran anggaran memberi pengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah ? 

2. Apakah pengendalian akuntansi memberi pengaruh terhadap  

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah ? 

3. Apakah sistem pelaporan memberi pengaruh terhadap  akuntabilitas 

kinerja instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah ? 

4. Apakah kompetensi aparatur pemerintah memberi pengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah  di Provinsi Jawa Tengah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 
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1.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran 

anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi 

Jawa Tengah; 

2.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengendalian 

akuntansi terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi 

Jawa Tengah;. 

3.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem pelaporan 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Provinsi Jawa 

Tengah; 

4.  Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur 

pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah di Provinsi Jawa Tengah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Masuk akal untuk mengantisipasi bahwa penelitian ini akan berharga baik 

dalam pengaturan akademis dan dunia nyata. Berikut ini adalah beberapa 

keuntungan dari penelitian ini:  

1. Manfaat Praktis Bagi Pemerintah Daerah Jawa Tengah,  

Penelitian ini diperlukan untuk memberikan tambahan data dan masukan 

kepada instansi yang terlibat dalam pengambilan kebijakan mengenai 

pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan, dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas 

kinerja lingkungan di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Manfaat Teoritis  

1.Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang bagaimana 

akuntabilitas kinerja lingkungan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan, 

termasuk pentingnya target anggaran yang jelas, pengendalian 

akuntansi, sistem pelaporan, dan aparatur pemerintah yang kompeten. 

2.Sebagai narasumber untuk melakukan penelitian tambahan serta 

untuk menambah koleksi dan menambah pemahaman mahasiswa 

lainnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory) 

Teori stakeholder pertama kali dikemukakan oleh R. Edward 

Freeman pada tahun 1984 dan merupakan teori tentang manajemen 

organisasi dan etika bisnis yang membahas tentang moral dan nilai-nilai 

dalam mengatur organisasi. Perusahaan bukan hanya entitas yang 

mementingkan diri sendiri; mereka juga harus dapat memberi manfaat bagi 

pemangku kepentingan mereka.  

Stakeholder adalah kelompok atau individu yang memiliki potensi 

untuk mempengaruhi atau berdampak pada pencapaian tujuan organisasi 

menurut (Freeman, 1984) dalam (Roberts, 1992). Pemangku kepentingan 

termasuk masyarakat umum, bisnis, lembaga pemerintah lainnya, politik, 

legislatif, pengadilan, dan media. 

Menurut hipotesis pemangku kepentingan, sebuah perusahaan tidak 

dapat eksis tanpa kepercayaan dan dukungan dari para pemangku 

kepentingan, dan sebagai hasilnya, keputusan perusahaan dibuat dengan 

persetujuan mereka. 

Implikasi teori pemangku kepentingan tersirat dalam penelitian ini 

untuk memperjelas apa yang dimaksud ketika dikatakan bahwa pemerintah 

daerah dapat memilih untuk secara bebas berbagi informasi tentang kinerja 

lingkungan, sosial, dan intelektual mereka selain apa yang diperlukan. untuk 

memenuhi harapan publik atas pelaporan keuangan yang direalisasikan atau 

diakui. Terciptanya laporan keuangan yang dapat dipercaya, relevan, tepat 

waktu, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan atau masyarakat 

mengakibatkan masyarakat dan pemerintah daerah saling mempengaruhi 

dalam hal tanggung jawab dan akuntabilitas. Jika laporan keuangan yang 
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telah dilaporkan akurat dan dapat diandalkan. Dapat dikatakan kinerja yang 

baik dan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan 

memenangkan kepercayaan masyarakat. 

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah hipotesis tentang konflik kepentingan antara 

prinsipal dan agen, klaim Jensen dan Meckling (1976). Gagasan ini 

berpendapat bahwa adanya kepentingan yang bersaing membuat interaksi 

antara pemilik dan manajer menjadi rumit secara alami. Perusahaan yang 

memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan. 

Menurut Smith, konsep ini memperjelas hubungan kontraktual antara 

prinsipal dan agen (1984). Prinsipal adalah orang yang memberi wewenang 

kepada agen untuk membuat keputusan atas namanya dan bertindak dalam 

kapasitas itu. Prinsipal menerima informasi yang diperlukan dari laporan 

pertanggungjawaban yang disiapkan oleh manajemen sebagai agen, dan 

pada saat yang sama, laporan tersebut berfungsi sebagai alat untuk 

mengevaluasi kinerja agen selama periode waktu tertentu.  

Implikasi teori keagenan dalam penelitian ini mengarah pada 

kesimpulan bahwa OPD dapat ditunjuk sebagai agen pemerintah daerah 

karena OPD harus memberikan output bagi masyarakat pada tingkat 

tertentu. Ketepatan dan efektivitas belanja anggaran dapat dilihat sebagai 

bagian dari kesepakatan antara pemerintah daerah sebagai prinsipal dan 

OPD sebagai agen. 

2.2 Definisi Variabel  

2.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran  

Menurut (Abdullah, 2004), temuan penelitiannya menunjukkan 

bahwa tujuan ini terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah 

daerah. (Mita Andriani B et al., 2020) memberi kesimpulan bahwa 

efektivitas pelaksanaan mendapat pengaruh dari sasaran anggaran.  
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Sejauh mana tujuan anggaran dijabarkan secara rinci dan eksplisit 

sehingga penanggung jawab tujuan tersebut merupakan maksud dari 

kejelasan sasaran anggaran (Solichin, 2006). Oleh karena itu, tujuan 

anggaran untuk pemerintah daerah harus diartikulasikan dengan cara yang 

jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh penanggung jawab pelaksanaannya. 

Karyawan akan berkinerja seperti yang diharapkan ketika target anggaran 

jelas dan mereka sadar bahwa mereka dapat mencapai tingkat kinerja yang 

diinginkan.  

2.2.2 Pengendalian Akuntansi 

Pengendalian Akuntansi, sesuai dengan (Mulyadi, 2008), 

mengandaikan bahwa suatu standar atau rencana tindakan telah ditetapkan 

untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan operasi. Pengendalian harus 

dibuat agar keputusan dapat dibuat sesuai dengan rencana agar organisasi 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Organisasi pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi semua 

tindakan dan pengendalian pemerintah melalui pengendalian akuntansi. 

Kontrol dapat mengevaluasi efektivitas layanan yang diberikan oleh 

lembaga pemerintah daerah serta ekonomi dan efisiensi tindakan 

pemerintah; ini adalah salah satu metrik untuk mengukur proses kerja 

pemerintah daerah. Tercapainya metrik-metrik tersebut merupakan 

keberhasilan yang dapat meningkatkan tingkat kinerja organisasi di bidang 

pemerintahan daerah. Ketika kontrol akuntansi ditingkatkan, akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah daerah akan meningkat (Rio et al., 2020). 

2.2.3 Sistem Pelaporan  

Untuk menyatukan dan mengatur pengelola dalam 

mengimplementasi anggaran yang telah ditentukan, dibutuhkan sistem 

pelaporan yang kuat. Sebagai penyimpan uang rakyat, pemerintah harus 

mampu menyajikan data keuangan yang akurat, relevan, konsisten, dan 

terpercaya.  
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Pemerintah wajib menyediakan informasi keuangan dan rincian 

lain yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat 

keputusan ekonomi, sosial, dan politik (Kusumaningrum, 2010). Menurut 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan harus dibuat secara jujur, 

objektif, dan transparan. 

Organisasi pemerintah wajib menyusun laporan keuangan secara 

berkala, seperti Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas 

(LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK), serta pelaporan pertanggungjawaban tentang 

pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010. 

2.2.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah 

Kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara 

(ASN) berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugasnya, agar Aparatur Sipil Negara dapat melaksanakan 

tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien, dirujuk sebagai kompetensi 

dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kompetensi 

Aparatur Pemerintah termasuk elemen penting dalam terciptanya 

akuntabilitas kinerja yang baik. Standar kompetensi adalah persyaratan, 

spesifikasi, atau sesuatu yang dibakukan atau dinyatakan, memberikan 

persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan 

melaksanakan suatu pekerjaan tertentu agar yang bersangkutan memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang layak (Aulia, 2017). 

Sarana utama yang digunakan badan tersebut untuk mewujudkan visi, 

misi, dan tujuannya adalah melalui infrastruktur pemerintah. Faktor manusia 

tidak lepas dari informasi yang diberikan oleh instansi tersebut. Agar 

aparatur pemerintah bisa menjadi yang terbaik dan berkontribusi paling 

banyak, diperlukan manajemen yang baik (Faizal & Yaya, 2018). 
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2.2.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 

Akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah merupakan 

perwujudan dari persyaratan suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan tercapai atau tidaknya pelaksanaan misi 

organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban secara berkala (Mita Andriani B et al., 2020). 

Pengaturan internal dan eksternal dapat membentuk, memperkuat, atau 

merusak efektivitas akuntabilitas lembaga dan tugas-tugas yang 

dipercayakan kepadanya. Lingkungan ini dapat berdampak pada 

kemampuan entitas untuk dimintai pertanggungjawaban. Menurut 

(Ellwoood,1993) dalam (Mardiasmo, 2009:21) organisasi sektor publik 

harus memenuhi dimensi akuntabilitas yang tersiri dari 4 buah antara lain:  

1.Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum 

Akuntabilitas hukum melibatkan memastikan kepatuhan terhadap undang-

undang dan persyaratan lain yang diperlukan dalam penggunaan sumber 

pembiayaan publik, sedangkan akuntabilitas yang jujur terkait dengan 

menghindari posisi. 

2. Akuntabilitas proses 

Dalam hal kesesuaian sistem informasi akuntansi, sistem informasi 

manajemen, dan prosedur akuntansi, akuntabilitas proses mengacu pada 

apakah metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas sudah 

memadai. Pelayanan publik yang cepat, kesempatan, dan harga terjangkau 

adalah salah satu cara untuk menunjukkan akuntabilitas proses. Memeriksa 

markup dan pungutan lainnya, sumber inefisiensi dan pemborosan yang 

menaikkan biaya layanan publik dan menyebabkan keterlambatan layanan, 

dan meneliti proses tender untuk pelaksanaan proyek publik adalah semua 

cara untuk mengawasi dan memeriksa proses akuntabilitas. 

3. Akuntabilitas program  

Program akuntabilitas melibatkan evaluasi apakah tujuan yang 

ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan dengan mempertimbangkan 
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program pengganti yang akan memeriksa hasil terbaik dengan biaya 

serendah mungkin. 

4. Akuntabilitas Kebijakan  

Akuntabilitas kebijakan adalah proses dimana pemerintah pusat dan 

daerah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah mereka 

lakukan terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

 Dengan dilakukannya pengukuran kinerja, instansi/pemerintah 

daerah  dapat melakukan evaluasi dan mengambil keputusan agar kinerja 

instansi semakin baik dan akuntantabilitas kinerja instansi kinerja instansi 

semakin meningkat. Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya harus 

dapat memahami setiap penjelasan yang diberikan oleh pemerintah daerah 

terkait isu-isu yang relevan dengan pemenuhan target APBD dan kinerja 

keuangan (Reni et al., 2014). 

2.3 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintahan dan memuat beberapa unsur kejelasan sasaran anggaran, 

sistem pelaporan, pengendalian akuntansi dan kompetensi aparatur pemerintah 

ialah di bawah ini: 

TABEL 2.1  

Tinjauan Penelitian Terdahulu 
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No Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian Variabel yang Diteliti Hasil 

1. Herawaty 

(2011) 

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Pengendalian 

Akuntansi Dan Sistem 

Pelaporan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah 

Kota Jambi  

Variabel Independen: 

Kejelasan 

Anggaran,Pengendalian 

Akuntansi Dan Sistem 

Pelaporan 

  

Variabel Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah    

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah 

daerah di Kota 

Jambi 

dipengaruhi oleh 

kejelasan sasaran 

anggaran dan 

pengendalian 

akuntansi. 

Kinerja instansi 

pemerintah 

dipengaruhi 

secara positif 

oleh variabel 

sistem pelaporan. 

2. Anjarwati 

(2012) 

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Pengendalian 

Akuntansi, Dan Sistem 

Pelaporan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Variabel Independen : 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Pengendalian 

Akuntansi, Dan Sistem 

Pelaporan 

 

Variabel Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah 

dipengaruhi oleh 

kejelasan target 

anggaran dan 

sistem pelaporan. 

Sedangkan 

Pengendalian 

Akuntansi 

berdampak kecil 

terhadap 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah  

3. Agung dan 

Bestari (2014) 

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Pengawasan 

Fungsional,Dan Pelaporan 

Kinerja Terhadap 

Variabel Independen : 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Pengawasan 

Fungsional,Dan 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 



13 

 

 

Akuntabilitas Publik  Pelaporan Kinerja 

 

Variabel Dependen : 

Akuntabilitas Public 

akuntabilitas 

publik di 

Kabupaten 

Batang tidak 

terpengaruh oleh 

transparansi 

target anggaran, 

pemantauan 

operasional, atau 

pelaporan kinerja. 

4. Siti Ruri 

(2016) 

Pengaruh Kejelasan 

Sasaran,Pengendalin 

Akuntansi Dan Sistem 

Pelaporan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah   

Variabel Independen :  

Kejelasan 

Sasaran,Pengendalain 

Akuntansi Dan Sistem 

Pelaporan 

 

Variabel Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah   

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

akuntabilitas 

kinerja di 

Kabupaten 

Bengkalis 

dipengaruhi oleh 

transparansi 

target anggaran, 

pengendalian 

akuntansi, dan 

sistem pelaporan. 

5. Lumenta, 

Morasa dan 

Mawikere 

(2016)  

Pengaruh Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Dan 

Ketaatan Peraturan 

Perundangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Variabel Independen :  

Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah Dan 

Ketaatan Peraturan 

Perundangan 

 

Variabel Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa sistem 

akuntansi 

pemerintah 

daerah 

mempengaruhi 

bagaimana 

Instansi Kota 

Minahasa Selatan 

dimintai 

pertanggungjawa

ban atas 

kinerjanya. 

Tanggung jawab 

kinerja Instansi 

Kota Minahasa 

Selatan tidak 

dipengaruhi oleh 

ketaatan terhadap 

peraturan dan 
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perundang-

undangan. 

6. Reyhan 

(2017) 

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Pengendalian 

Akuntansi,Sistem Pelaporan 

Dan Penerapan 

Akuntabilitas Keuangan 

Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah  

Variabel Independen :  

Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Pengendalian 

Akuntansi,Sistem 

Pelaporan Dan 

Penerapan Akuntabilitas 

Keuangan 

 

Variabel Dependen : 

 Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa kinerja 

instansi 

pemerintah di 

kota Sumatera 

Barat dapat 

dipertanggungjaw

abkan antara lain 

karena kejelasan 

sasaran anggaran, 

pengendalian 

akuntansi, sistem 

pelaporan, dan 

penggunaan 

akuntabilitas 

keuangan. 

7. Nurul (2017) Pengaruh Penerapan Sistem 

Akuntansi Pemerintah 

Daerah,Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja,Kejelasan Sasaran 

Anggaran,Sistem Pelaporan 

Kinerja  Dan Pengendalain 

Akuntansi Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Variabel Independen :  

Penerapan Sistem 

Akuntansi Pemerintah 

Daerah,Penerapan 

Anggaran Berbasis 

Kinerja,Kejelasan 

Sasaran 

Anggaran,Sistem 

Pelaporan Kinerja  Dan 

Pengendalian Akuntansi 

 

Variabel Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

penggunaan 

sistem akuntansi 

pemerintah 

daerah, 

penerapan 

anggaran berbasis 

kinerja, kejelasan 

tujuan anggaran, 

sistem pelaporan 

kinerja, dan 

pengendalian 

akuntansi 

berdampak pada 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah di 

provinsi Riau. 

 

8. Faizal dan 

Yaya (2018) 

Pengaruh Kompetensi 

Apartur 

Pemerintah,Ketaatan Pada 

Peraturan Perundangan Dan 

Variabel Independen: 

Kompetensi Apartur 

Pemerintah,Ketaatan 

Pada Peraturan 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa meskipun 
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Pengendalian Akuntansi 

Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah  

Perundangan Dan 

Pengendalain Akuntansi 

 

Variabel Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 

pengendalian 

akuntansi 

berdampak pada 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah, 

kompetensi 

pegawai 

pemerintah tidak 

berpengaruh pada 

akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah atau 

kepatuhan 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan. 

9. Rio,Henri dan 

Salma (2019) 

Pengaruh Pengendalian 

Akuntansi,Sistem Pelaporan 

Dan Kejelasan Sasaran 

Anggaran Terhdap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah   

Variabel Independen : 

Pengendalian 

Akuntansi,Sistem 

Pelaporan Dan 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran 

 

Varibel Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah   

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

pengendalian 

akuntansi dan 

prosedur 

pelaporan 

berdampak pada 

seberapa 

akuntabel instansi 

pemerintah atas 

kinerjanya, 

namun 

transparansi 

target anggaran 

tidak banyak 

berpengaruh.  
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Sumber : Berbagai sumber yang dirangkum   

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis  

 2.4.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah  

 Orang akan merasa lebih mudah untuk membuat anggaran target 

jika mereka memiliki tujuan anggaran yang ditentukan. Selain itu, target 

anggaran dibuat sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga kinerja 

pemerintah daerah akan dipengaruhi oleh seberapa baik target anggaran 

terpenuhi. Perencanaan daerah harus dapat menetapkan sasaran kinerja 

yang spesifik karena APBD harus menjadi standar untuk mengantisipasi 

kinerja pemerintah daerah (Safitri, 2020). 

Apabila anggaran instansi tersebut direalisasikan sesuai dengan 

anggaran yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan kinerja instansi 

tersebut baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi. Selain 

itu, Anda dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam 

10. Rizka (2017) Pengaruh Kompetensi 

Aparatur Pemerintah, 

Pengendalian Akuntansi, 

Sistem Pelaporan, 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran Dan Ketaatan 

Pada Peraturan 

Perundangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Variable Independen: 

Pengaruh Kompetensi 

Aparatur Pemerintah, 

Pengendalian 

Akuntansi,  Sistem 

Pelaporan Kejelasan 

Sasaran Anggaran Dan 

Ketaatan Pada 

Peraturan Perundangan 

 

Variable Dependen : 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Temuan 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa meskipun 

kepatuhan 

terhadap 

peraturan 

perundang-

undangan 

berdampak positif 

terhadap 

akuntabilitas 

kinerja instansi 

pemerintah, 

kualifikasi 

pejabat publik, 

pengendalian 

akuntansi, sistem 

pelaporan, dan 

target anggaran 

berdampak 

negatif. 
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akuntabilitas kinerja lembaga Anda dengan memberikan laporan realisasi 

anggaran yang solid. Kinerja eksekutif dipengaruhi oleh target anggaran 

yang tidak jelas karena menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan 

(Aulia, 2017). 

Temuan studi tentang pengaruh kejelasan target anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh Anjarwati (2012) dan 

Suhaesti et al. (2016) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

H1 : Kejelasan Sasaran Anggaran  Berpengaruh  Positif dan Signifikan 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

 2.4.2 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 Menetapkan standar melalui pengendalian melibatkan 

mendapatkan masukan pada kinerja nyata dan merespons dengan tepat 

ketika secara dramatis menyimpang dari rencana semula. Salah satu ukuran 

kinerja pemerintah daerah adalah seberapa baik instansinya memberikan 

pelayanan yang terjangkau, efektif, dan efisien kepada masyarakat. 

Tercapainya indikator-indikator tersebut dapat meningkatkan standar 

tanggung jawab atas kerja instansi pemerintah daerah yang bersangkutan  

(Indudewi, 2009).  

Dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran OPD, OPD seringkali 

menghadapi sejumlah tantangan atau faktor yang sebelumnya tidak 

diperhitungkan. OPD membutuhkan peran kontrol akuntansi yang dapat 

dipercaya untuk mengenali dan menghindari batasan ini. Informasi 

akuntansi yang dihasilkan akan lebih sah dan dapat digunakan oleh 

pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan jika memiliki 

pengendalian akuntansi yang dapat diandalkan dan diterapkan dengan baik. 

Selain itu, informasi akuntansi akan meningkatkan kepercayaan pemangku 
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kepentingan, yang akan meningkatkan akuntabilitas efektivitas entitas 

pemerintah permanen. 

Temuan penelitian tentang pengaruh pengendalian akuntansi 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh (Fauzan, 2017) dan 

(Faizal & Yaya, 2018) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi 

memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

H2: Pengendalian Akuntansi Berpengaruh  Positif dan Signifikan 

Terhadap Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah  

  2.4.3 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

 Sistem pelaporan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi 

dan mengevaluasi pencapaian pemerintah daerah serta sebagai tanda 

pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat atas semua operasi 

mereka. Sudah menjadi syarat bagi pemerintah daerah untuk memiliki 

sistem informasi akuntansi yang terpercaya. Kualitas informasi yang 

diberikan oleh sistem dapat menjadi penentu bagi orang-orang yang 

berkepentingan, terutama dalam masalah pengambilan keputusan jika 

sistem informasi pemerintah daerah cukup lemah (Suhaesti et al., 2016). 

Sebuah proses akuntabilitas adalah pelaporan. Pemerintah 

menyediakan laporan kinerja yang komprehensif dalam rangka 

menegakkan akuntabilitas publik. Dalam rangka memperkuat akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, sistem pelaporan yang berfungsi dengan baik 

akan membuat data keuangan yang terinci diungkapkan. 

Temuan studi penelitian tentang dampak sistem pelaporan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Fathia et al., 2016; Rio et al., 

2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh yang 
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menguntungkan dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. 

lembaga. 

H3 : Sistem Pelaporan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 2.4.4 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Kemampuan untuk menciptakan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang efektif dimungkinkan oleh kompetensi aparaturnya. 

didasarkan pada sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya 

secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang relevan, 

sejalan dengan prinsip-prinsip pedoman untuk pengembangan laporan 

akuntabilitas kinerja kedua instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan 

bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

efektif, sumber daya yang digunakan harus andal dan berpengetahuan luas 

di industrinya (Muins, 2000:40). 

 Kinerja perusahaan secara keseluruhan akan meningkat dengan 

hadirnya peralatan yang berkompeten tinggi. Jadi, jika instansi pemerintah 

kompeten, itu juga akan mempengaruhi seberapa akuntabel kinerjanya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2017) tentang pengaruh 

Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

H4 : Kompetensi Aparatur Pemerintah Berpengaruh  Positif dan 

Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

 2.5 Kerangka  Penelitian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Peneliti menguraikan jenis studi korelasional dan kuantitatif dalam 

desain penelitian ini. Berdasarkan variabel yang peneliti gunakan, faktor 

independen adalah transparansi target anggaran, prosedur pelaporan, 

pengendalian akuntansi, dan kompetensi pegawai negeri, sedangkan variabel 

dependennya adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah daftar nama 

OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah. 

TABEL 3.1  

DAFTAR OPD di Provinsi Jawa Tengah 

No. Daftar Nama OPD 

1. Sekretaris Daerah 

2 Dinas Sosial 

3 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  

4 Dinas Lingkungan Hidup  

5 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  

6 Dinas Komunikasi Dan Informatika 

7 Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah  

8 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

9 Badan Kepegawaian Daerah  

10 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  

11 Dinas Kesehatan 
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12 Dinas Ketahanan Pangan  

13 Dinas Perhubungan  

14 Dinas Pertanian Dan Perkebunan 

15 Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan  

16 Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata 

17 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu 

18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak 

19 Dinas Kelautan Dan Perikanan  

20 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

21 Badan Pengelola Pendapatan Daerah  

22 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  

23 Insepktorat 

24 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 

25 Badan Penghubung 

26 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 

27 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya 

28 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang  

29 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman  

30 Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak  

31 Dinas Badan Penanggulan Bencana Daerah 

32 Rumah Sakit Umum Dr.Moewardi 

33 Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr Margono Soekarjo 

34 Rumah Sakit Daerah Tugurejo 

35 Rumah Sakit Daerah Dr Amino Gondohutomo 

36 Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta 

37 Rumah Sakit Umum Daerah Kelet 

38 Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.RM Soedjarwadi 

39 Satuan Polisi Pamong Praja 

40 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 
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Daerah  

  3.2.2 Sampel 

 Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah dijadikan sampel dalam penelitian ini karena merupakan 

OPD/instansi yang memenuhi kriteria. Setiap OPD/instansi memilih tiga 

calon yang sesuai dengan persyaratan. Purposive sampling digunakan 

untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini. Metode pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu dikenal dengan 

istilah “Purposive Sampling” (Sugiyono, 2015). Kriteria berikut digunakan 

untuk memilih sampel: 

1.Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan Sekretaris, 

Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Bidang, dan/atau yang terlibat 

langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. 

Sebagai berikut tugas-tugasnya : 

a. Tugas dari Sekretaris: 

• Mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana 

penyusunan laporan keuangan dinas; 

• Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan 

administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta evaluasi 

dan pelaporan; 

• Meyiapkan bahan program dan kegiatan kesekretariatan, 

perlengkapan, kerumahtanggaaan, perpustakaan, kehumasan dan 

penyusunan program; 

• Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi 

dalam pelaksanaan tugas. 

• Mengkoordinir penyusunan rencana strategis OPD; 

• Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan 

Dinas; 

• Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran OPD; 
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• Menyusun rencana program dan kegiatan di lingkungan 

Sekretariat; 

• Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh 

satuan organisasi di lingkungan OPD; 

• Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan OPD. 

    b. Tugas dari Kepala Kasubbag Keuangan: 

• Menyusun rencana program dan kegiatan Sub bagian Keuangan; 

• Menyiapkan bahan sebagai masukan dalam penyusunan rencana 

kerja anggaran; 

• Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi semesteran dan 

prognosis tahun berjalan; 

• Membantu atasan dalam mengkoordinasikan urusan 

perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan neraca OPD; 

• Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 

dan tertib administrasi tertanggungjawaban keuangan OPD; 

• Membantu atasan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan 

akuntansi anggaran OPD; 

• Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencaiaran dana dan 

pertanggungjawaban penggunaan anggaran; 

• Melaksanakan pembayaran kebutuhan pelaksanaan kegiatan 

kegiatan pada OPD; 

c. Tugas dari Kepala Bidang: 

• Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian 

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategi OPD; 

• Membantu atasan dalam mengkoordinasikan penyusunan 

program dan kegiatan tahunan OPD; 

• Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan 

dokumen pelaksanaan anggaran bekerjasama dengan Sub Bagian 

Keuangan; 
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• Membantu atasan dalam penyusunan laporan kinerja OPD 

bekerjasama dengan Sub Bagian Keuangan; 

• Membantu atasan dalam menyusun laporan akuntabilitas OPD; 

• Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian 

program dan kegiatan OPD; 

• Melaksanakan kegiatan lain pada Sub Bagian; 

• Mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi program dan 

kegiatan pada OPD. 

Prosedur pribadi digunakan untuk mengumpulkan data dan peneliti 

melengkapi dan mengumpulkan kuesioner itu sendiri (Ghozali Imam, 2018) 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan informasi data primer yang 

dikumpulkan melalui kuesioner. Sumber data penelitian yang diakses 

langsung dari sumbernya (tidak melalui media perantara). Sumber data 

primer kuesioner berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh OPD ( 

Organisasi Pemerintah Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data 

primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 

penelitian (Sugiyono, 2015). 

3.4 Metode Pengumpulan Data   

 Menurut Sugiyono (2016:193) dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik dapat dilakukan dengan kuesioner (angket). 

1.Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2016:1999) Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

diberikan kepada  Aparatur Sipil Negara untuk mengetahui kejelasan 

sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan 

kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 
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3.5 Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Akuntabilitas kinerja entitas pemerintah menjadi variabel terikat 

dalam penelitian ini. Sedangkan faktor independennya adalah transparansi 

tujuan anggaran, efektivitas aparatur pemerintah dan sistem pelaporan dan 

akuntansi. 

3.5.1 Variabel Dependen 

 Variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel independen dikenal 

sebagai variabel dependen. Akuntabilitas kinerja entitas pemerintah  (AKIP) 

merupakan variabel terikat penelitian 

3.5.1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

 Instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan tercapai atau 

tidaknya pelaksanaan misinya guna mencapai maksud dan tujuan yang 

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban periode. Hal ini 

diwujudkan dalam istilah “akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” 

(Mita Andriani B et al., 2020). Instrumen pernyataan 10 poin yang 

sebelumnya telah digunakan (Suhaesti et al., 2016) dalam (Faizal & 

Yaya, 2018) dengan 4 indikator, di antaranya: 

1. Penetapan Perencanaan Strategik 

2. Pengukuran Kinerja 

3. Pelaporan Kinerja 

4. Pengecekan Jalannya Program  

Peneliti sebelumnya yang tertarik dengan variabel ini membuat 

survei yang digunakan untuk mengukur variabel dependen. Digunakan 

skala Likert dengan empat kemungkinan hasil untuk variabel ini: 4 (SS = 

Sangat Setuju), 3 (S = Setuju), 2 (TS = Tidak Setuju), dan 1 (STS = 

Sangat Tidak Setuju). 

3.5.2 Variabel Independen 

Kejelasan anggaran yang jelas, pengendalian akuntansi, sistem 

pelaporan, dan kompetensi aparatur pemerintah merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini. 
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3.5.2.1  Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) 

Variabel kejelasan anggaran diukur dengan instrumen pernyataan 

5 butir dengan 5 indikator, sebagaimana dikemukakan oleh (Abdullah, 

2004) dalam hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa kejelasan 

sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah. 5 indikator tersebut adalah: 

1.Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Rencana Kerja 

2.Kesesuaian Rencana Kerja Dan Anggaran Dengan RAPBD 

3.Sasaran Anggaran Yang Jelas Dan Spesifik  

4.Ketepatan Anggaran Dengan Realisasi 

Kuesioner yang dibuat oleh peneliti sebelumnya yang 

mempelajari variabel independen adalah yang digunakan untuk 

mengukurnya. Gunakan skala Likert dengan empat kemungkinan hasil 

untuk variabel ini: 4 (SS = Sangat Setuju), 3 (S = Setuju), 2 (TS = Tidak 

Setuju), dan 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). 

3.5.2.2 Pengendalian Akuntansi (X2)  

 (Hery, 2009) dalam (Wahid, 2016) menegaskan bahwa 

pengendalian akuntansi (accounting control) adalah proses dan dokumen 

terkait yang digunakan untuk mengamankan aset, melakukan dan 

mencatat transaksi keuangan, dan menjamin keakuratan catatan 

keuangan. Berikut 5 item pernyataan yang telah digunakan di masa lalu 

sebagai indikator untuk variabel pengendalian akuntansi yang digunakan: 

1.Target Anggaran Sebagai Alat Pengambil Keputusan  

2.Evaluasi Sistematis  

3.Pencatatan Transaksi  

4.Otorisasi Pada Transaksi  

  Kuesioner yang dibuat oleh peneliti sebelumnya yang mempelajari 

variabel independen adalah yang digunakan untuk mengukurnya. Gunakan 

skala Likert dengan empat kemungkinan hasil untuk variabel ini: 4 (SS = 

Sangat Setuju), 3 (S = Setuju), 2 (TS = Tidak Setuju), dan 1 (STS = Sangat 

Tidak Setuju). 
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3.5.2.3 Sistem Pelaporan (X3) 

Jika laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dan kewajiban pelaporan keuangan organisasi sektor 

publik, sistem pelaporan tersebut efektif (Rohman, 2018). Berikut 5 item 

pernyataan yang masing-masing memiliki 4 indikator yang digunakan 

untuk mengukur variabel sistem pelaporan (Agustin, 2018): 

1.Penyajian laporan keuangan secara lengkap 

2.Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi 

3.Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum 

bukan kenutuhan khusus 

4.Laporan keuangan dapat diuji 

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen 

adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti sebelumnya yang 

berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini 

menggunakan skala likert yaitu skor 4 (SS = Sangat Setuju), skor 3 (S = 

Setuju), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak 

Setuju). 

3.5.2.4 Kompetensi Aparatur Pemerintah (X4) 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berhasil 

diwujudkan dengan kompetensi pegawai pemerintah. Menurut salah satu 

prinsip Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk 

Instansi Pemerintah, sistem harus ada untuk memastikan bahwa sumber 

daya digunakan dengan cara yang sesuai dengan semua aturan dan 

hukum yang berlaku. Menurut Safitri (2020), variabel kompetensi 

aparatur pemerintah diukur dengan menggunakan 5 item pernyataan dan 

4 indikator, antara lain: 

1.Pengetahuan 

2.Ketrampilan  

3.Motivasi 

4.Citra Diri  
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Kuesioner yang dibuat oleh peneliti sebelumnya yang 

mempelajari variabel independen adalah yang digunakan untuk 

mengukurnya. Gunakan skala Likert dengan empat kemungkinan hasil 

untuk variabel ini: 4 (SS = Sangat Setuju), 3 (S = Setuju), 2 (TS = Tidak 

Setuju), dan 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). 

3.6 Metode Analisi Data 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Melalui penggunaan data sampel, analisis statistik deskriptif berfungsi 

untuk menguraikan atau menjelaskan gambaran tentang hal yang diteliti 

(Sugiyono, 2015). Ketika sesuatu memenuhi kriteria untuk nilai rata-rata 

(rentang), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, jumlah, rentang, 

kurtosis, dan skewness, statistik deskriptif digunakan untuk 

menggambarkannya (distribusi menang) (Ghozali Imam, 2018).  

3.7 Uji Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang 

ingin diukur; uji validitas mengukur besarnya validitas atau keahlian suatu 

instrumen. Menurut pendekatan korelasi Pearson, yang digunakan dalam 

ujian ini, data dianggap valid jika ada hubungan yang signifikan antara skor 

total untuk setiap konstruk dan skor untuk setiap item pertanyaan pada 

tingkat 0,05 (Ghozali, 2018). 

3.8 Uji Reliabilitas 

 Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengukur seberapa stabil 

atau andal suatu pengukuran. Ketika tanggapan responden terhadap 

pertanyaan dapat diandalkan atau stabil dari waktu ke waktu, instrumen 

dapat dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

Cronbach alpha (α). Menurut (Ghozali, 2018) suatu instrumen dianggap 

kredibel jika nilai cronbach's alpha-nya lebih dari 0,60.  

  3.9 Uji Asumsi Klasik 

 3.9.1 Uji Normalitas  
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Untuk menentukan apakah suatu variabel terikat, variabel bebas, atau 

keduanya berdistribusi normal dalam suatu model regresi, maka 

dilakukan uji normalitas data. Metode Kolmogorov-Smirnov digunakan 

dalam uji normalitas penelitian ini. 

3.9.2 Uji Multikolinearitas 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam regresi 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai Variance Inflasing Factor 

(VIF). Model regresi yang bebas multikolinearitas adalah yang 

mempunyai VIF = 10 dan nilai toleransi=0,1 (Ghozali, 2018). 

3.9.3 Uji Heteroskedastistas 

Heteroskedastisitas mengacu pada kenyataan bahwa tidak semua 

pengamatan memiliki varians (variasi) variabel yang sama. Tujuan dari 

uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

ketidaksamaan varians antara residual satu pengamatan dengan 

pengamatan lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Model regresi 

dengan homoskedastisitas atau tanpa heteroskedastisitas merupakan 

model regresi yang sesuai. 

3.10 Analisi Regresi Berganda  

Studi regresi linier berganda menunjukkan arah hubungan antara 

variabel terikat dan variabel bebas serta intensitas hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Hipotesis alternatif diterima jika probabilitasnya lebih 

besar atau sama dengan 0,05, sedangkan sebaliknya ditolak. Penelitian ini 

menggunakan model analisi regresi linier berganda sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

Y : Akuntabilitas Kinerja intansi pemerintah  

X1: Kejelasan Sasaran Anggaran  

X2 : Pengedalian Akuntansi  

X3 : Sistem Pelaporan  
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X4 : Kompetensi Aparatur Pemerintah  

Β0 : Konstanta  

β1,β2,β3,β4 : koefisiensi regresi  

e: eror   

3.11 Pengujian Hipotesis 

Ketika variabel lain diasumsikan konstan, uji statistik t dilakukan 

untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen. Tabel statistik dapat digunakan untuk mencari (t) 

tabel dengan df = N-2 pada taraf signifikan 5% (Ghozali, 2018). 

3.12 Pengujian Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) secara efektif menilai sejauh mana 

variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh model R2 atau koefisien 

determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Nilai R2 yang rendah 

menunjukkan bahwa kapasitas variabel independen untuk menjelaskan 

variabel dependen sangat terbatas. Hampir semua informasi yang 

diperlukan untuk meramalkan fluktuasi variabel dependen disediakan 

oleh variabel independen menurut nilai yang mendekati satu (Ghozali, 

2018) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Data  

Untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini, kuesioner 

diberikan secara pribadi kepada responden yang dipekerjakan oleh 

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. Untuk mencapai target populasi 120 responden penelitian ini, 

kuesioner disebarkan kepada 40 OPD. Setiap OPD mendapatkan kuisioner 

yang kemudian dibagikan kepada Sekretaris, Kasubbag Keuangan, dan 

Kabag. Purposive sampling digunakan sebagai metode sampel dalam 

penelitian ini. Metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau 

pertimbangan tertentu dikenal sebagai purposive sampling (Sugiyono, 

2015).Syarat yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai 

berikut: 

1.Anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai 

sekretaris, kepala subbagian keuangan, kepala bagian, dan/atau yang 

terlibat langsung dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pelaporan 

anggaran. 

Penyebaran kuesioner dimulai pada tanggal 22 November 2021 

dan terkumpul pada tanggal 6 Desember 2021. Kuesioner disebarkan 

sebanyak 120 responden dengan cara pembagian secara langsung dan 

melalui Google Form dikarenakan masih dalam situasi pandemi. Dari 

jumlah survei yang diisi, terdapat hingga 80 kuesioner, 25 kuesioner yang 

tidak dikembalikan, dan 15 kuesioner yang tidak dapat diproses karena 

tidak terisi secara lengkap. Jumlah pertanyaan yang dapat ditangani adalah 

80. Tabel 4.1 memberikan informasi tentang tingkat respon kuesioner. 

TABEL 4.1  

Tingkat Pengembalian Kuesioner  
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Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 120 

Kuesioner yang diisi 80 

Kuesioner yang tidak kembali 25 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 15 

4.2 Metode Analisis Data  

4.2.1 Analisis Stastistik Deskriptif 

Peneliti menggunakan statistik deskriptif untuk memberikan 

rincian tentang fitur variabel penelitian utama dan daftar demografi 

responden. Rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, 

minimum, jumlah, rentang, kurtosis, dan skewness (distribusi pemenang) 

data disediakan melalui statistik deskriptif (Ghozali Imam, 2018). 

Tabel di bawah ini menunjukkan data tentang ciri-ciri responden 

yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, bidang keahlian, dan 

jabatan berdasarkan kuesioner yang dikembalikan:  

Tabel 4.2  

Karakteristik Responden  

Keterangan  Jumlah  Persentase  

Jenis Kelamin 

• Laki-laki 

• Perempuan  

 

40 

40 

 

60,05 % 

60,05% 

Bidang keahlian  

• Akuntansi  

• Ekonomi 

• Manajemen  

• Hukum  

• Lainnya 

 

10 

13 

13 

20 

24 

 

20,76% 

23,54% 

23,54% 

33,41% 

35,71% 

Jabatan  

• Sekretaris  

 

27 

 

38,03% 
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• Kasubbag 

keuangan 

• Kepala bidang 

23 

 

30 

34,86% 

 

45,42% 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat dari 80 responden  

berdasarkan jenis kelamin terdapat 40 laki-laki dengan persentase 

60.05% sedangkan perempuan 40 dengan persentase 60,05%.  

Sedangkan untuk pengolongan bidang keahlian  jurusan akuntansi 

terdapat 10 responden dengan prentase 20,76% , jurusan ekonomi 

tedapat 13 responen dengan persentase 23,54%, jurusan manajemen 

terdapat  13 responden dengan persentase 23,54%, jurusan hukum 

terdapat 20 responden dengan persentase 33,41%, dan jurusan lainnya 

terdapat 24 responden 35,71 %. Untuk jabatan yang tergolong dari 

sekretaris terdapat 27 responden dengan responden 38,03%, kasubbag 

keuangan terdapat 23 responden dengan persentase 34,86%, dan kepala 

bidang terdapat 30 responden dengan persentase 45,42%. 

TABEL 4.3  

Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kejelasan Sasaran Anggaran 

Item Pernyataan  STS 

(%) 

TS 

(%) 

S 

(%) 

SS 

(%) 

TOTAL 

KSA 1 0 1,3 40,0 58,8 100 

KSA 2 0 1,3 43,8 55,0 100 

KSA 3 0 1,3 46,3 52,5 100 

KSA 4 0 2,5 42,5 55,0 100 

KSA 5 0 1,3 40,0 56,3 100 

RATA-RATA 0 1,54 42,52 55.52 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021, SPSS 23 

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa jawaban responden paling banyak 

menjawab  sangat setuju sebanyak 55,52%, menjawab setuju sebanyak 42,52% 

dan yang tidak setuju sebanyak 1,54% untuk pernyataan mengenai kejelasan 



35 

 

 

sasaran anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan 

setuju dan sangat setuju dengan pernyataan kejelasan target anggaran, 

menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah beroperasi secara 

transparan dan efisien. 

Tabel 4.4  

Tabel Frekuensi Jawaban Responden Pengendalian Akuntansi 

Item Pernyataan  STS 

(%) 

TS 

(%) 

S 

(%) 

SS 

(%) 

TOTAL 

PA 1 7,5 3,8 36,8 52,5 100 

PA 2 7,5 3,8 37,5 51,2 100 

PA 3 0 1,3 36,3 62,5 100 

PA 4 0 0 36,3 63,7 100 

PA 5 0 5,0 37,5 57,5 100 

RATA-RATA 3,0 2,78 36,88 57,48 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021,SPSS 23 

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa jawaban responden paling banyak 

menjawab  sangat setuju sebanyak 57,48%, menjawab setuju sebanyak 36,88% 

dan yang tidak setuju sebanyak 2,78% untuk pernyataan mengenai 

pengendalian akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden 

setuju dan sangat setuju dengan pernyataan pengendalian akuntansi, hal ini 

menunjukkan bahwa evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap 

pengendalian akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang terkait telah 

berjalan dengan baik. 

Tabel 4.5 

Tabel Frekuensi Jawaban Responden Sistem Pelaporan 

Item Pernyataan  STS 

(%) 

TS 

(%) 

S 

(%) 

SS 

(%) 

TOTAL 

SP 1 0 0 35,0 65,0 100 

SP 2 0 1,3 32,5 66,3 100 
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SP 3 0 2,5 31,3 66,3 100 

SP 4 0 3,8 27,5 68,8 100 

SP 5 0 1,3 27,5 71,3 100 

RATA-RATA 0 1,78 30,76 67,54 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021,SPSS 23 

Pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa jawaban responden paling banyak 

menjawab  sangat setuju sebanyak 67,54%, menjawab setuju sebanyak 30,76% 

dan yang tidak setuju sebanyak 1,78% untuk pernyataan mengenai system 

pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan setuju 

atau sangat setuju dengan pernyataan tentang sistem pelaporan, menunjukkan 

bahwa evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap sistem pelaporan 

telah berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan yang tepat waktu. 

Tabel 4.6 

Tabel Frekuensi Jawaban Responden Kompetensi Aparatur Pemerintah 

Item Pernyataan  STS 

(%) 

TS 

(%) 

S 

(%) 

SS 

(%) 

TOTAL 

KPA 1 0 3,8 33,8 62,5 100 

KPA 2 0 2,5 36,3 61,3 100 

KPA 3 0 1,3 30,0 68,8 100 

KPA 4 0 0 32,5 67,5 100 

KPA 5 0 0 31,3 68,8 100 

RATA-RATA 0 1,52 32,78 65,78 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021, SPSS 23 

Berdasarkan Tabel 4.6, mayoritas responden sangat setuju dengan 

pernyataan kompetensi pejabat publik sebesar 65,78%, jawaban setuju dengan 

kata-kata hingga 32,78%, dan tidak setuju dengan klaim hingga 1,52%. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan setuju dan sangat setuju 

dengan pernyataan mengenai kompetensi aparatur pemerintah, menunjukkan 

bahwa penilaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap kompetensi ini 
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telah berjalan dengan sukses dan evaluasi tahunan terhadap kompetensi 

aparatur pemerintah. aparatur dilakukan. 

Tabel 4.7 

Tabel Frekuensi Jawaban Responden Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah 

Item Pernyataan  STS (%) TS (%) S (%) SS (%) Total  

AKIP 1 0 2,5 33,8 63,7 100 

AKIP 2 0 1,3 33,8 65,0 100 

AKIP 3 0 1,3 31,3 67,5 100 

AKIP 4 0 0 52,5 47,5 100 

AKIP 5 0 0 30,0 70,0 100 

AKIP 6 0 0 30,0 70,0 100 

AKIP 7 0 0 31,3 68,8 100 

AKIP 8 0 1,3 27,5 71,3 100 

AKIP 9 0 0 31,3 68,8 100 

AKIP 10 0 0 27,5 72,5 100 

RATA-RATA 0 0,64 34,9 66,5 100 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021,SPSS 23 

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa jawaban responden paling banyak 

menjawab  sangat setuju sebanyak 66,51%, menjawab setuju sebanyak 34,9% 

dan yang tidak setuju sebanyak 0,64% untuk pernyataan mengenai akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden 

setuju dan sangat setuju dengan pernyataan mengenai akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa penilaian Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah berjalan 

dengan baik dan hanya akan berjalan baik. lebih baik. 

Tabel 4.8 

Stastistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 
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Kejelasan Sasaran 

Anggaran  

80 2,00 4,00 3,54 ,551 

Pengendalian 

Akuntansi 

80 2,00 4,00 3,48 ,595 

Sistem Pelaporan  80 2,00 4,00 3,65 ,256 

Kompetensi 

Aparatur Pemerintah  

80 2,00 4,00 3,59 ,296 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) 

80 3,00 4,00 3,70 ,259 

Valid N  80     

Sumber : Data primer yang diolah, 2021, SPSS 23 

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa n pada setiap variabel yang valid 

adalah 80, hasil statistik deskriptif mengenai variabel-variabel penelitian sebagai 

berikut: 

1. Kejelasan Sasaran Anggaran 

Berdasarkan Tabel 4.8, jumlah responden (n) adalah 80, dengan kisaran 

2,00 hingga 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

variabel kejelasan kejelasan sasaran anggaran berkisar antara 2 sampai dengan 

4 poin. Dapat disimpulkan bahwa Organisasi Aparatur Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah memiliki pemahaman yang baik tentang kejelasan sasaran 

anggaran berdasarkan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,54, yang menunjukkan 

bahwa tanggapan responden sangat setuju dengan pernyataan yang berkaitan 

dengan kejelasan anggaran. target anggaran. Standar deviasi 0,551 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, 

menunjukkan bahwa penyebaran data sedikit atau baik. 

2.Pengendalian Akuntansi  

Berdasarkan Tabel 4.8, jumlah responden (n) adalah 80, dengan kisaran 

2,00 hingga 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan terhadap variabel 

pengendalian akuntansi dari responden berkisar antara 2,00 hingga 4,00. 

Respon responden sangat setuju dengan pernyataan terkait pengendalian 
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akuntansi, yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 3,48, dan 

dapat disimpulkan bahwa Organisasi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang kejelasan tujuan 

anggaran. Standar deviasi sebesar 0,595 menunjukkan bahwa standar deviasi 

lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan bahwa tingkat variasi data rendah dan 

kualitas penyebaran data baik. 

3.Sistem Pelaporan 

Berdasarkan Tabel 4.8 terdapat 80 responden dengan nilai minimal 2,00 

dan maksimal 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan terhadap variable 

sistem pelaporan dari responden berkisar antara 2,00 hingga 4,00. Tanggapan 

responden sangat setuju dengan klaim yang terkait dengan sistem pelaporan, 

sesuai dengan nilai rata-rata (mean), yaitu 33,65. Hasil ini menunjukkan bahwa 

Organisasi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki pemahaman 

yang kuat tentang sistem pelaporan. Standar deviasi 0,256 menunjukkan bahwa 

deviasi memiliki nilai standar yang lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan 

bahwa tingkat deviasi atau kualitas penyebaran data rendah. 

4.Kompetensi Aparatur Pemerintah 

Berdasarkan Tabel 4.8 terdapat 80 responden dengan nilai minimal 2,00 

dan maksimal 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa skor responden pada komponen 

kompetensi aparatur pemerintah berkisar antara 2,00 hingga 4,00. Tanggapan 

responden sangat setuju dengan pernyataan tentang kompetensi aparatur 

pemerintah, dan nilai rata-rata (mean) sebesar 33,59 menunjukkan demikian. Hal 

ini menunjukkan bahwa Organisasi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

memiliki pemahaman yang baik tentang kompetensi aparatur pemerintah. 

Standar deviasi 0,296 menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari 

rata-rata, menunjukkan bahwa tingkat variasi atau penyebaran data dapat 

diterima. 

5.Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Berdasarkan Tabel 4.8 terdapat 80 responden dengan nilai minimal 2,00 

dan maksimal 4,00. Hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap 

variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berkisar antara 2,00 – 4,00. 
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Dapat disimpulkan bahwa Organisasi Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah memiliki pemahaman yang kuat tentang akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah berdasarkan nilai rata-rata (mean) sebesar 33,70 yang menunjukkan 

bahwa tanggapan responden sangat setuju dengan pernyataan terkait kinerja. 

akuntabilitas instansi pemerintah. Standar deviasi 0,259 menunjukkan bahwa 

nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan bahwa penyebaran 

data sedikit atau baik. 

4.3 Uji Kualitas Data  

4.3.1 Uji Validitas  

Metode Pearson Correlation digunakan untuk penilaian validitas, 

dan aturan pada suatu instrumen dianggap valid jika memiliki nilai 

signifikansi pada taraf 0,05 untuk setiap item pernyataan. Hasil uji 

validitas pada indikator soal untuk masing-masing variabel ditampilkan 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran 

Item Pernyataan Pearson 

Correlation 

Signifikansi Keterangan 

KSA 1 0,772 0,000 Valid 

KSA 2 0,873 0,000 Valid 

KSA 3 0,886 0,000 Valid 

KSA 4 0,891 0,000 Valid 

KSA 5  0,766 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021, SPSS 23 

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa semua item yang ditargetkan tidak 

memenuhi persyaratan karena tingkat signifikansinya adalah 0,05 memungkinkan 

penggunaan semua item sebagai data studi. 

Tabel 4.10 
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Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Akuntansi 

Item Pernyataan Pearson 

Correlation 

Signifikansi Keterangan 

PA 1 0,569 0,000 Valid 

PA 2 0,714 0,000 Valid 

PA 3 0,862 0,000 Valid 

PA 4 0,832 0,000 Valid 

PA 5  0,783 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021, SPSS 23 

Karena signifikansinya kurang dari 0,05, tabel 4.10 di atas menunjukkan 

bahwa semua item pernyataan variabel kontrol akuntansi memiliki kriteria yang 

valid, memungkinkan untuk penggunaan semua data yang dipertanyakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pelaporan 

Item Pernyataan Pearson 

Correlation 

Signifikansi Keterangan 

SP 1 0,889 0,000 Valid 

SP 2 0,805 0,000 Valid 

SP 3 0,916 0,000 Valid 

SP 4 0,910 0,000 Valid 

SP 5  0,913 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021,SPSS 23 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, semua item pernyataan untuk variabel 

sistem pelaporan memenuhi kriteria karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 

0,05, memungkinkan penggunaan semua data yang dipertanyakan dalam 

penelitian. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah 
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Item Pernyataan Pearson 

Correlation 

Signifikansi Keterangan 

SP 1 0,847 0,000 Valid 

SP 2 0,895 0,000 Valid 

SP 3 0,921 0,000 Valid 

SP 4 0,897 0,000 Valid 

SP 5  0,883 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021, SPSS 23 

Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa semua unsur pernyataan 

kompetensi aparatur pemerintah memenuhi kriteria valid karena tingkat 

signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga memungkinkan untuk digunakan 

semua item sebagai data penelitian. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

Item Pernyataan Pearson 

Correlation 

Signifikansi Keterangan 

AKIP 1 0,765 0,000 Valid 

AKIP 2 0,873 0,000 Valid 

AKIP 3 0,844 0,000 Valid 

AKIP  4 0,689 0,000 Valid 

AKIP 5  0,869 0,000 Valid 

AKIP 6 0,855 0,000 Valid 

AKIP 7 0,869 0,000 Valid 

AKIP 8 0,897 0,000 Valid 

AKIP 9 0,825 0,000 Valid 

AKIP 10 0,753 0,000 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021, SPSS 23 

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa semua item pernyataan pada 

variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki kriteria valid karena 
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signifikansinya lebih kecil dari 0,05, memungkinkan untuk digunakan semua item 

yang dipertanyakan sebagai data penelitian. 

4.3.2 Uji Realibiltas 

 Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk mengukur seberapa mantap 

atau konsisten suatu pengukuran mengukur. Jika respon responden terhadap 

pernyataan tersebut teratur dan stabil, maka instrumen tersebut dapat 

dipercaya. Menurut (Ghozali Imam, 2018), instrumen dikatakan reliabel jika 

nilai cronbach alpha adalah 0,60. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Realibitas 

Variabel Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Kejelasan Sasaran Anggaran 0,894 Reliabel 

Pengendalian Akuntansi 0,761 Reliabel 

Sistem Pelaporan  0,930 Reliabel 

Kompetensi Aparatur Pemerintah  0,929 Reliabel 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  0,946 Reliabel 

 Sumber: Data primer diolah, 2021, SPSS 23 

Dari tabel 4.14 terlihat jelas bahwa semua variabel memiliki nilai 

Cronbach Alpha lebih besar dari 0,7. Variabel pengendalian akuntansi memiliki 

nilai Cronbach Alpha sebesar 0,761, variabel sistem pelaporan memiliki nilai 

Cronbach Alpha sebesar 0,930, variabel kompetensi aparatur pemerintah memiliki 

nilai Cronbach Alpha sebesar 0,929, dan variabel akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah memiliki nilai Nilai Alpha Cronbach sebesar 0,946. Dari semua 

temuan ini, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang dapat 

digunakan untuk penelitian untuk setiap variabel adalah valid. 

4.4 Uji Normalitas  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel residual 

dalam model regresi berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas lebih besar 
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atau sama dengan 0,05, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

Pengujian ini menggunakan uji normalitas satu sampel Kolmogorov-Smirnov 

dengan aturan pengambilan keputusan (Ghozali Imam, 2018). Hasil uji 

normalitas ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.15 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 80 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.79509923 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .120 

Positive .120 

Negative -.104 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.069 

Asymp. Sig. (2-tailed) .203 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021, SPSS 23 

Karena model regresi dalam penelitian ini memiliki nilai probabilitas 

0,203 > 0,05 dan data berdistribusi normal, maka uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov Z pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa model regresi dalam 

penelitian ini sesuai dengan asumsi normalitas. 

4.5 Uji Multikolineritas 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah model regresi mendeteksi 

adanya multikolinearitas yang dapat ditentukan dari nilai tolerance dan nilai 

variance inflation factor (VIF). Model regresi tanpa multikolinearitas memiliki 

VIF 10 dan toleransi 0,1 (Ghozali Imam, 2018). 

Tabel 4.16 

Uji Multikolineritas 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 5.809 1.911  3.039 .003   

KSA .089 .148 .052 .603 .549 .372 2.690 

PA .045 .181 .025 .248 .805 .268 3.728 

SP .562 .220 .314 2.551 .013 .183 5.463 

KAP .994 .220 .544 4.515 .000 .191 5.243 

a. Dependent Variable: AKIP 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021,SPSS 23 

Berdasarkan uji multikolinieritas pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa 

nilai tolerance berkisar antara 0,1 sampai dengan kurang dari 1, artinya data 

penelitian diatas terbebas dari multikolinieritas. Serta VIF yang terbebas dari 

multikolinieritas berkisar antara lebih dari 1 dan kurang dari 10, artinya data 

tersebut terbebas dari multikolinieritas.  

4.6 Uji Heterokedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varians 

antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi 

(Ghozali, 2018). Tidak ada bukti heteroskedastisitas dalam model jika tingkat 

signifikansi lebih tinggi (>) dari 0,05. Sebaliknya, heteroskedastisitas 

diasumsikan ada dalam model regresi jika nilai signifikansinya lebih kecil () 

dari 0,05. Model regresi dengan homoskedastisitas atau tanpa 

heteroskedastisitas merupakan model regresi yang sesuai (Ghozali Imam, 

2018). 

Tabel 4.17 

Uji Heterokedastisitas 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2021, SPSS 23 

Berdasarkan uji heterokedastisitas pada tabel 4.17 menunjukkan bahwa 

nilai signifikasi > 0,05 artinya semua data penelitian diatas terbebas dari 

heterokedastisitas. 

4.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengevaluasi 

hipotesis ini. Sebagai hasil dari kemampuan analisis regresi untuk 

menunjukkan ukuran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, analisis regresi linier berganda terlihat dapat diterima untuk 

pengujian ini. 

Tabel 4.18 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.022 2.256  2.669 .010 

KEJELASAN SASARAN 

ANGGARAN 

-.065 .194 -.035 -.334 .740 

PENGENDALIAN 

AKUNTANSI 

.165 .248 .085 .665 .509 

SISTEM PELAPORAN .810 .296 .450 2.734 .008 

KOMPETENSI APARATUR 

PEMERINTAH 

.762 .281 .415 2.715 .009 

a. Dependent Variable: AKIP 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3.104 1.299  2.389 .019   

KSA .000 .101 -.001 -.004 .997 .372 2.690 

PA .020 .123 .035 .160 .873 .268 3.728 

SP -.113 .150 -.201 -.758 .451 .183 5.463 

KAP -.004 .150 -.007 -.027 .978 .191 5.243 

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL 
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Sumber : Data primer yang diolah, 2021, SPSS 23 

Berdasarkan tabel  4.18 maka dapt dibuat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut :  

Y =  6,022-0,065X1+0,165X2 + 0,810X3 +0,762X4 

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa pengaruh 

masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

a. 6,022 adalah nilai konstanta. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sebesar 6,022 jika variabel kejelasan tujuan anggaran, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kompetensi aparatur 

pemerintah dianggap nol (0). 

b. Kejelasan target anggaran memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,065. 

Dengan demikian, setiap peningkatan kejelasan target anggaran akan 

mengakibatkan penurunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

sebesar -0,065. 

c. Koefisien regresi pengendalian akuntansi memiliki nilai sebesar 0,165. 

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan 

meningkat sebesar 0,165 untuk setiap unit pengendalian akuntansi.. 

d.  Koefisien regresi sistem pelaporan saat ini adalah 0,810. Dengan 

demikian, setiap sistem pelaporan untuk satu unit akan menghasilkan 

peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah sebesar 0,810. 

e. Nilai koefisien regresi kompetensi aparatur pemerintah sebesar 0,810. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap kompetensi aparatur pemerintah adalah 1 

unit, maka akan meningkatkan tanggung jawab kinerja instansi pemerintah 

sebesar 0,762. 

4.8 Uji Koefisien Determinasi  

Tes ini dibuat untuk mengevaluasi kemampuan faktor-faktor 

independen dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian 

akuntansi, sistem pelaporan, dan kompetensi aparatur pemerintah. Koefisien 

determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1. Jika nilainya mendekati 1, maka 
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variabel independen cukup untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali 

Imam, 2018). 

Tabel 4.19 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .890a .792 .781 1.84235 

a. Predictors: (Constant), KAP, KSA, PA, SP 

b. Dependent Variable: AKIP 

Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa nilai koefisien R Square modifikasi 

variabel independen adalah 0,781 atau 78,10%. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, 

sistem pelaporan, dan kompetensi pejabat pemerintah berpengaruh terhadap 

pengaruh akuntabilitas kinerja instansi, sedangkan sisanya sebesar 21,90% 

ditentukan oleh faktor lain yang tidak teridentifikasi dalam penelitian ini. 

Nilai koefisien korelasi (R) pada tabel sebesar 0,890 menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat kuat karena nilai 

koefisien korelasi di atas 0,05.   

4.9 Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.20 

Uji Hipotesis  

Hipotesis Hasil Kesimpulan 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran tidak 

berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Hasil penelitian ini 

dibuktikan dengan 

RAPBN dan RAPBD 

setiap tahunnya yang 

telah ditetapkan dari 
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Pemerintah pusat dan DPRD telah 

menjadikan Pemerintah  

daerah harus 

menjalankan dengan 

anggaran yang ditetapkan 

serta OPD melakukan 

kegiatan sesuai yang 

ditetapkan 

Pengendalian Akuntansi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah 

Pengendalian Akuntansi 

tidak berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Hasil penelitian ini 

dibuktikan dengan 

pengendalian akuntansi 

di OPD Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah 

sudah dilakukan dengan 

baik dan valid dalam 

melaporkan laporan 

keuangan setiap 

tahunnya. 

Sistem Pelaporan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah  

Sistem Pelaporan 

berpengaruh  terhadap 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

Hasil penelitian ini 

dibuktikan dengan bahwa 

sistem pelaporan yang 

baik sangat diperlukan 

agar dapat memantau dan 

mengendalikan kinerja 

pemerintah dalam 

mengimplementasikan 

anggaran yang telah 

ditetapkan. 

Kompetensi Aparatur 

Pemerintah berpengaruh 

positif dan signifikan 

Kompetensi Aparatur 

Pemerintah berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas 

Hasil penelitian ini 

dibuktikan dengan 

kompetensi membantu 
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terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

pegawai dalam 

menyelesaikan tugas 

secara efektif. Semakin 

tinggi kompetensi 

seorang pegawai maka 

akan semakin tinggipula 

akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah 

daerah yang 

dihasilkannya 

Berdasarkan tabel 4.20 dapat dijabarkan pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :  

4.10 Pembahasan Hasil Penelitian   

4.10.1 Hasil Uji Hipotesis 1: Kejelasan Sasaran Anggaran Tidak 

Berpengaruh  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Nilai signifikansi untuk variabel Clarity of Budget Target (X1) 

adalah 0,740 atau lebih besar dan lebih besar dari 0,05. Karena hipotesis 

pertama (H1) tidak terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah tidak banyak dipengaruhi oleh kejelasan 

sasaran anggaran.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Safitri, 

2020) bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan 

RAPBN dan RAPBD setiap tahunnya yang telah ditetapkan dari pusat dan 

DPRD telah menjadikan Pemerintah daerah harus menjalankan dengan 

anggaran yang ditetapkan serta OPD melakukan kegiatan sesuai, maka 

dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat 

terwujudnya akuntabilitas kinerja sesuai dengan yang diharapkan.  
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Herawaty, 2012) dan 

(Anjarwati, 2012) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhdap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4.10.2. Hasil Uji Hipotesis 2: Pengendalian Akuntansi Tidak  Berpengaruh 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Nilai signifikansi untuk variabel pengendalian akuntansi (X2) 

sebesar 0,509 yaitu sebesar 0,05. Dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua 

(H2) tidak terbukti dan bahwa pengendalian akuntansi tidak ada 

kaitannya dengan bagaimana entitas pemerintah dimintai 

pertanggungjawaban atas kinerjanya.  

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Anjarwati (2012) dan Safitri (2020), yang menyatakan 

bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang kecil dalam 

meningkatkan tanggung jawab kinerja untuk instansi pemerintah. 

mengatur. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti sampai pada kesimpulan 

bahwa semakin banyak pengendalian akuntansi yang dilakukan, semakin 

kecil akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan 

anggaran yang disusun secara jelas dengan sumber daya yang sudah 

tersedia tidak dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga 

meningkatkan risiko terjadinya penyelewengan dan penyimpangan 

anggaran (Rohman, 2018). 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Herawaty, 2012) dan 

(Rohman, 2018) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi 

berpengaruh terhdap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4.10.3 Hasil Uji Hipotesis 3: Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Nilai signifikansi untuk variabel sistem pelaporan (X3) adalah 

0,008 atau lebih kecil dari 0,05. Hipotesis ketiga (H3) dapat dianggap 

benar, yang berarti bahwa sistem pelaporan berdampak pada bagaimana 

entitas pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.  



52 

 

 

Temuan penelitian ini sejalan dengan (Herawaty, 2012), yang 

menegaskan bahwa sistem pelaporan berdampak pada bagaimana entitas 

pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya. Hal ini 

menunjukkan perlunya sistem pelaporan yang efektif untuk melacak dan 

mengelola seberapa baik pemerintah melaksanakan anggaran yang telah 

disetujui. Pemerintah daerah yang bertugas mengelola keuangan publik 

harus mampu menyampaikan data keuangan yang dibutuhkan secara tepat, 

relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat diandalkan (Aulia, 2017). Telah 

ditetapkan bahwa sistem pelaporan yang baik akan berkorelasi langsung 

dengan akuntabilitas kinerjanya karena sistem pelaporan yang baik adalah 

sistem pelaporan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan. 

Akuntabilitas kinerja entitas pemerintah akan disertai dengan sistem 

pelaporan yang baik. Dimungkinkan untuk mengurangi kemungkinan 

penipuan melalui pengembangan sistem pelaporan yang efektif, yang 

akan membantu menjadi semakin mudah untuk menegakkan tanggung 

jawab yang diinginkan.  

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (handayani, 2014) 

menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

4.10.4. Hasil Uji Hipotesis 4: Kompetensi Aparatur Pemerintah 

Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Nilai signifikansi untuk Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah 

(X4) adalah 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Hipotesis keempat (H4) dapat 

dikatakan benar yang artinya kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh 

kompetensi aparatur pemerintah akan berdampak pada bagaimana lembaga 

pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya.   

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Safitri, 2020), 

yang menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

dipengaruhi oleh kompetensi pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa apabila 

ada dukungan dari pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan 
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prasarana, beserta biaya atau anggarannya, serta dukungan tugas umum 

lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok, maka 

keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dalam hal pembangunan dan 

masyarakat akan tercapai dengan baik. Tugas struktural pemerintah daerah 

untuk memastikan akuntabilitas yang tepat atas pencapaian entitas 

pemerintah (Aulia, 2017). Pegawai yang bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas harus senantiasa memperluas pengetahuannya agar 

dapat memaksimalkan penerapan praktisnya. Berdasarkan temuan 

penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompetensi membantu pekerja dalam 

melakukan pekerjaannya dengan baik. Akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah daerah yang dihasilkannya meningkat seiring dengan 

kompetensi pegawai. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Faizal & Yaya, 2018) 

yang menyatakan bahwa kompetensi apartur pemerintah tidak berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dan pembahasan data 

mengenai dampak sasaran anggaran yang jelas, pengendalian akuntansi, 

sistem pelaporan, dan kompetensi pejabat pemerintah terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah ialah: 

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dipengaruhi oleh 

variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X1). Temuan studi 

menunjukkan bahwa perencanaan anggaran daerah didasarkan pada 

keputusan yang dibuat di pusat dan dapat secara tepat menentukan 

tujuan kinerja. Sejauh mana tujuan anggaran disajikan secara khusus, 

jelas, dan mudah dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab untuk 

mencapainya diukur dengan kejelasannya.  

2. Variabel Pengendalian Akuntansi (X2) tidak berdampak pada 

bagaimana instansi pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas 

kinerjanya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol 

akuntansi untuk mengamankan aset, melaksanakan dan mencatat 

transaksi keuangan, dan memverifikasi keakuratan catatan keuangan 

sesuai dengan proses dan dokumen yang relevan. 

3. Ada hubungan antara Variabel Sistem Pelaporan (X3) dengan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa diperlukan sistem pelaporan yang efektif agar 

dapat memantau dan mengatur kinerja manajerial dalam menjalankan 

anggaran yang telah ditetapkan. Laporan keuangan, seperti umpan 

balik, diperlukan untuk mengukur aktivitas yang diselesaikan untuk 

meningkatkan kinerja dan akuntabilitas saat menerapkan rencana atau 

anggaran sehingga manajemen dapat mempelajari hasil dari penerapan 

rencana atau mencapai tujuan anggaran. 
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4. Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X1) berdampak pada 

seberapa akuntabel instansi pemerintah atas kinerjanya. Penerimaan 

temuan studi menunjukkan bahwa kompetensi akan berdampak pada 

seberapa baik lembaga pemerintah dimintai pertanggungjawaban. 

Tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat akan 

berhasil dilaksanakan jika ada dukungan dari pengelola sumber daya 

manusia, peralatan, dan infrastruktur, memastikan adanya akuntabilitas 

yang memadai untuk akuntabilitas. kinerja instansi pemerintah.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain: 

1. Pengambilan sampel di lakukan pada bulan sibuk yakni Bulan 

November dan Desember dimana banyak responden yang sibuk 

sehingga pengembalian kuesioner kurang maksimal. 

2. Penelitian yang dilakukan tidak disertai dengan wawancara sehingga 

belum mendapat hasil yang mendalam dan belum tentu mencerminkan 

keadaan yang sebenarnya. 

3. Dikarenakan masih dalam kondisi pandemi dan penyebaran kuisioner 

menggunakan google form, para responden banyak yang belum bisa 

mengisi dengan google form benar dan baik.  

5.3. Saran 

Berdasarkan evaluasi atas hasil penelitian dan keterbatasan yang ada 

dalam penelitian ini, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan antara lain: 

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah hendaknya memperhatikan kejelasan sasaran anggaran, 

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kompetensi aparatur 

pemerintah agar tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja 

sehingga ke depan dapat meraih predikat “A” seperti yang 

ditargetkan dalam evaluasi akuntabilitas kinerjannya setiap 

tahunnya. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan rencana jadwal 

penelitian, salah satunya menghindari pengambilan sampel pada 

bulan akhir tahun. 

3. Bagi peneliti selanjutnya agar menyertakan wawancara dalam 

pengambilan datanya agar mendapat hasil penelitian yang lebih 

mendalam dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan kuesioner yang 

terbaru dan lebih sesuai dalam kurun waktu 2 thn sebelum thn yang 

akan diteliti. 
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